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Abstrak 

Prinsip keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk 
menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Islam 
berlandaskan pada ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya keadilan 
dalam setiap aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip keadilan 
dalam sistem ekonomi Islam serta relevansinya terhadap praktik ekonomi modern. Metode penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) melalui 
pengumpulan data dari berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan dokumen terkait ekonomi Islam. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam ekonomi Islam diwujudkan melalui berbagai 
instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta sistem bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah.ab 
Implementasi prinsip tersebut berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan 
distribusi kekayaan yang lebih merata. Namun demikian, penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam 
masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi ekonomi syariah dan dominasi sistem 
ekonomi konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi, peningkatan pemahaman 
masyarakat, serta pengembangan lembaga ekonomi syariah agar prinsip keadilan dapat diimplementasikan 
secara optimal. 
 
Kata kunci: Ekonomi Islam, Keadilan Ekonomi, Distribusi Kekayaan, Sistem Syariah. 
 

Abstract 
Justice is one of the fundamental principles in the Islamic economic system aimed at creating balance in the 
distribution of wealth and social welfare. The Islamic economic system is based on teachings derived from the 
Qur'an and Hadith which emphasize the importance of justice in economic activities. This study aims to analyze 
the implementation of justice principles in the Islamic economic system and its relevance to modern economic 
practices. The research uses a qualitative approach with a library research method by collecting data from 
scientific literature such as books, journals, and related documents on Islamic economics. The results indicate 
that the principle of justice in Islamic economics is implemented through several instruments such as zakat, 
infaq, sadaqah, waqf, and profit-sharing systems in Islamic financial institutions. The implementation of these 
principles plays an important role in reducing social inequality and creating a more equitable distribution of 
wealth. However, the application of justice principles in Islamic economics still faces challenges such as low 
public literacy regarding Islamic economics and the dominance of conventional economic systems. Therefore, 
strengthening regulations, increasing public understanding, and developing Islamic financial institutions are 
necessary to optimize the implementation of justice principles. 
 
Keywords: Islamic Economics, Economic Justice, Wealth Distribution, Sharia System. 

PENDAHULUAN 
 Sistem ekonomi Islam merupakan suatu tatanan ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai 
syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis. Dalam kerangka tersebut, aktivitas ekonomi 
tidak dipandang semata-mata sebagai kegiatan material untuk memperoleh keuntungan, tetapi 
juga sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah di muka 
bumi. Oleh karena itu, prinsip keadilan (al-‘adl) menjadi fondasi utama dalam seluruh praktik 
ekonomi Islam (Chapra, 2000). 
 Keadilan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya dimaknai sebagai persamaan hak, 
melainkan sebagai penempatan sesuatu secara proporsional sesuai dengan hak dan 
kewajibannya. Konsep ini mencakup keadilan dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi. 
Dengan demikian, keadilan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga substantif dan sosial 
(Siddiqi, 2004). Dalam konteks ini, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan 
masyarakat menjadi elemen penting dalam sistem ekonomi Islam. 
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 Realitas ekonomi global menunjukkan bahwa sistem ekonomi konvensional kerap 
menghadapi persoalan ketimpangan distribusi kekayaan. Konsentrasi aset pada kelompok 
tertentu menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin melebar, baik di tingkat nasional 
maupun internasional. Ketimpangan tersebut memunculkan berbagai persoalan seperti 
kemiskinan struktural, pengangguran, serta ketidakstabilan sosial (Stiglitz, 2012). Kondisi ini 
memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup apabila tidak diiringi dengan 
distribusi yang adil. 
 Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif yang 
menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Prinsip larangan riba, gharar, 
dan maysir dimaksudkan untuk mencegah praktik eksploitasi serta ketidakpastian yang 
merugikan salah satu pihak dalam transaksi ekonomi. Selain itu, Islam juga menekankan tanggung 
jawab sosial melalui instrumen redistribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Chapra, 
2008). Instrumen-instrumen tersebut dirancang untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya 
beredar di kalangan tertentu, melainkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. 
 Implementasi prinsip keadilan dalam ekonomi Islam tampak nyata dalam mekanisme 
distribusi kekayaan melalui lembaga zakat dan keuangan syariah. Sistem bagi hasil (profit and 
loss sharing) yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah menjadi contoh konkret 
penerapan keadilan dalam hubungan ekonomi, karena keuntungan dan risiko ditanggung secara 
proporsional oleh para pihak yang terlibat (Antonio, 2001). Dengan demikian, hubungan ekonomi 
tidak bersifat eksploitatif, melainkan kolaboratif. 
 Meskipun secara konseptual ekonomi Islam menawarkan sistem yang komprehensif dan 
berkeadilan, praktiknya dalam ekonomi modern masih menghadapi berbagai tantangan. 
Rendahnya literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat, keterbatasan regulasi, serta 
dominasi sistem keuangan konvensional menjadi faktor yang menghambat optimalisasi 
penerapan prinsip keadilan tersebut (Hassan & Lewis, 2007). Selain itu, globalisasi ekonomi juga 
menuntut adanya inovasi dan adaptasi agar sistem ekonomi Islam tetap relevan dan kompetitif. 
 Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana 
prinsip keadilan diimplementasikan dalam sistem ekonomi Islam serta menelaah relevansinya 
dalam menjawab persoalan ketimpangan ekonomi di era modern. Dengan pendekatan kajian 
pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual yang lebih 
mendalam mengenai peran prinsip keadilan sebagai fondasi utama dalam pembangunan ekonomi 
yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. 
 
METODE  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library 
research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan 
mengkaji konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam secara mendalam melalui analisis 
literatur, bukan melalui pengujian statistik atau eksperimen lapangan. Penelitian kualitatif 
menekankan pada pemahaman makna, interpretasi, dan analisis terhadap fenomena sosial 
berdasarkan perspektif teoritis yang relevan (Creswell, 2014). 
 Metode studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai 
sumber ilmiah seperti buku, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi 
yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk melakukan 
penelaahan konseptual secara sistematis terhadap teori dan pemikiran para ahli mengenai 
prinsip keadilan dalam ekonomi Islam (Zed, 2014). 
 
 Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas literatur primer dan sekunder. Literatur 
primer mencakup karya-karya utama yang membahas teori ekonomi Islam dan prinsip keadilan, 
sedangkan literatur sekunder berupa artikel jurnal dan hasil penelitian yang relevan dengan topik 
kajian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-
kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji, mengklasifikasikan, membandingkan, dan 
menginterpretasikan berbagai teori yang berkaitan dengan implementasi prinsip keadilan dalam 
sistem ekonomi Islam (Sugiyono, 2019). 

https://doi.org/10.62017/jemb


Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis   Vol. 3, No. 4 Maret 2026, Hal. 47-53 
  DOI: https://doi.org/10.62017/jemb  

JEMB 
P-ISSN 3026-7153 | E-ISSN 3030-9026   49 

 Teknik analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, 
serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Tahapan tersebut bertujuan untuk memperoleh 
gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip keadilan dipahami secara konseptual 
dan diimplementasikan dalam praktik ekonomi modern. Melalui pendekatan ini diharapkan 
penelitian dapat memberikan pemahaman teoritis yang mendalam serta memperkuat 
argumentasi ilmiah mengenai relevansi prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam (Moleong, 
2018). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam 

Keadilan merupakan konsep yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Dalam 
perspektif Islam, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak 
kepada pihak yang berhak menerimanya. Prinsip ini menjadi dasar dalam seluruh aktivitas 
ekonomi, baik dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. 

Ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. 
Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. 
Oleh karena itu, Islam mengatur berbagai mekanisme distribusi kekayaan seperti zakat, infak, 
sedekah, dan wakaf. 

Selain itu, ekonomi Islam juga melarang praktik ekonomi yang dapat merugikan pihak lain 
seperti riba, gharar, dan maysir. Larangan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi 
yang adil dan tidak menimbulkan eksploitasi terhadap pihak yang lemah. 
Implementasi Prinsip Keadilan dalam Praktik Ekonomi 

Implementasi prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dapat dilihat dalam berbagai praktik 
ekonomi modern, khususnya dalam sistem keuangan syariah. Salah satu contoh implementasi 
tersebut adalah penerapan sistem bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah. 

Sistem bagi hasil memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk memperoleh 
keuntungan secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing. Berbeda dengan sistem bunga 
dalam ekonomi konvensional, sistem bagi hasil menekankan prinsip keadilan dan kerja sama 
antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. 

Untuk memperjelas perbedaan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam dan sistem 
konvensional, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1. Perbandingan Prinsip Keadilan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional 

 
Aspek Ekonomi Islam Ekonomi Konvensional 

Dasar Sistem Al-Qur’an dan Hadis Teori ekonomi modern 

Sistem Keuntungan Bagi hasil (profit and loss sharing) Sistem bunga (interest) 

Distribusi Kekayaan Zakat, infak, sedekah, wakaf Mekanisme pasar 

Larangan Praktik Riba, gharar, maysir Tidak ada larangan khusus 

Tujuan Akhir Kesejahteraan dan keadilan sosial Pertumbuhan ekonomi 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam secara eksplisit menempatkan 

keadilan sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitas ekonomi, baik dalam aspek produksi, 
distribusi, maupun konsumsi. Keadilan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pengaturan 
hubungan transaksi yang bebas dari riba dan praktik eksploitatif, tetapi juga melalui mekanisme 
pembagian keuntungan yang proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak. Dengan 
demikian, orientasi sistem ekonomi Islam tidak semata-mata pada pertumbuhan dan akumulasi 
modal, melainkan pada terciptanya keseimbangan serta kemaslahatan bersama. 

Selain dalam sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah, implementasi prinsip 
keadilan juga dapat dilihat secara nyata dalam mekanisme distribusi zakat. Zakat berfungsi 
sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang dirancang untuk memastikan bahwa harta tidak 
beredar pada kelompok tertentu saja. Melalui penyaluran kepada golongan yang berhak 
menerima, zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas 
ekonomi dalam masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat tidak hanya bersifat konsumtif, 
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tetapi juga dapat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi sehingga mendukung terwujudnya 
kesejahteraan yang lebih merata. 

 
 

Gambar 1. Skema Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam 

 
 Gambar 1 menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam dilakukan 
secara terstruktur melalui lembaga resmi sehingga proses penyalurannya tidak bersifat sporadis 
atau individual semata, melainkan terorganisasi dan terarah. Mekanisme ini menempatkan 
lembaga pengelola zakat sebagai perantara yang bertanggung jawab untuk menghimpun, 
mengelola, dan menyalurkan dana kepada golongan yang berhak menerima (mustahik) sesuai 
ketentuan syariah. Dengan adanya sistem kelembagaan tersebut, distribusi kekayaan tidak hanya 
bertujuan memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada 
pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, seperti bantuan modal usaha, program pendidikan, 
dan penguatan kapasitas masyarakat miskin. 
 Struktur distribusi yang sistematis ini juga mencerminkan prinsip transparansi dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial keagamaan. Lembaga resmi memiliki mekanisme 
administrasi dan pelaporan yang memungkinkan pengawasan publik serta evaluasi efektivitas 
penyaluran dana. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan 
bahwa dana yang terkumpul benar-benar memberikan dampak sosial yang signifikan. Dengan 
demikian, distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pemerataan, 
tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat. 
 Lebih jauh, pola distribusi yang terintegrasi tersebut berpotensi mengurangi kesenjangan 
sosial secara bertahap. Ketika dana zakat dan instrumen sosial lainnya dikelola secara produktif, 
maka kelompok penerima manfaat tidak selamanya berada dalam posisi sebagai penerima 
bantuan, melainkan dapat bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Oleh karena 
itu, mekanisme distribusi yang tergambar dalam Gambar 1 mencerminkan upaya sistematis 
dalam mewujudkan keadilan sosial serta memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat secara 
menyeluruh.Tantangan Implementasi Ekonomi Islam 
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Meskipun memiliki konsep yang ideal, implementasi prinsip keadilan dalam ekonomi 
Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya 
tingkat literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah. 

 
Tabel 2. Tantangan Implementasi Prinsip Keadilan Ekonomi Islam 

 
No Tantangan Dampak 

1 Rendahnya literasi ekonomi syariah Minimnya partisipasi masyarakat 

2 Dominasi sistem konvensional global Keterbatasan regulasi berbasis syariah 

3 Kurangnya inovasi produk syariah Daya saing rendah 

4 Pengawasan belum optimal Potensi penyimpangan praktik 

 
 Tabel 2 menunjukkan bahwa tantangan implementasi prinsip keadilan dalam ekonomi 
Islam tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga menyentuh aspek struktural dan regulatif. 
Secara konseptual, masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat mengenai 
hakikat ekonomi syariah, yang sering kali dipersepsikan terbatas pada aspek perbankan semata, 
padahal cakupannya jauh lebih luas meliputi sistem produksi, distribusi, hingga kebijakan fiskal 
berbasis nilai-nilai keadilan. Pada tataran struktural, dominasi sistem ekonomi konvensional 
dalam tata kelola ekonomi nasional maupun global menyebabkan instrumen ekonomi Islam 
belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal dalam sistem ekonomi yang ada. Selain itu, 
keterbatasan infrastruktur kelembagaan dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang 
ekonomi syariah juga menjadi faktor penghambat dalam memperluas implementasi prinsip 
keadilan tersebut. Dari sisi regulatif, meskipun berbagai kebijakan pendukung telah diterbitkan, 
harmonisasi regulasi antara sistem keuangan konvensional dan syariah masih memerlukan 
penguatan agar tidak terjadi dualisme kebijakan yang dapat menghambat efektivitas penerapan 
prinsip keadilan dalam praktik ekonomi. 
 Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam ekonomi 
Islam sesungguhnya telah memiliki perangkat mekanisme yang sistematis dan aplikatif, terutama 
melalui sistem bagi hasil (profit and loss sharing) dalam lembaga keuangan syariah serta 
mekanisme distribusi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Sistem bagi hasil 
menempatkan para pihak dalam hubungan kemitraan yang proporsional, di mana keuntungan 
dan risiko ditanggung secara adil sesuai kontribusi masing-masing. Sementara itu, zakat berperan 
sebagai instrumen sosial-ekonomi yang bertujuan mengurangi kesenjangan dan memperkuat 
solidaritas sosial dalam masyarakat. Namun demikian, agar prinsip tersebut dapat diterapkan 
secara lebih luas dan efektif dalam sistem ekonomi modern, diperlukan upaya penguatan literasi 
ekonomi syariah melalui pendidikan, sosialisasi, dan penelitian akademik yang berkelanjutan. Di 
samping itu, dukungan kebijakan yang komprehensif dan konsisten dari pemerintah menjadi 
faktor kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang kondusif. Dengan sinergi antara 
aspek edukatif, kelembagaan, dan regulatif, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam berpotensi 
menjadi landasan alternatif dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan 
berkelanjutan. 

KESIMPULAN 
Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan 

untuk menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. 
Implementasi prinsip tersebut dapat dilakukan melalui berbagai instrumen ekonomi seperti 
zakat, infak, sedekah, wakaf, serta sistem bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah. Penerapan 
prinsip keadilan dalam ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan 
sosial dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif. Namun demikian, penerapan prinsip 
tersebut masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan upaya penguatan regulasi, 
peningkatan literasi ekonomi syariah, serta pengembangan lembaga ekonomi Islam agar prinsip 
keadilan dapat diterapkan secara optimal dalam sistem ekonomi modern. 

Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan 
untuk menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. 
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Implementasi prinsip tersebut dapat dilakukan melalui berbagai instrumen ekonomi seperti 
zakat, infak, sedekah, wakaf, serta sistem bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah. Penerapan 
prinsip keadilan dalam ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan 
sosial dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif. Namun demikian, penerapan prinsip 
tersebut masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan upaya penguatan regulasi, 
peningkatan literasi ekonomi syariah, serta pengembangan lembaga ekonomi Islam agar prinsip 
keadilan dapat diterapkan secara optimal dalam sistem ekonomi modern. 

Selain itu, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada aspek 
material, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual. Sistem ini menekankan tanggung 
jawab sosial setiap individu dalam kegiatan ekonomi sehingga tercipta keseimbangan antara 
kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, implementasi prinsip 
keadilan dalam ekonomi Islam mampu membangun sistem ekonomi yang beretika dan 
berkelanjutan. 

Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks, prinsip keadilan dalam ekonomi 
Islam memiliki relevansi yang tinggi sebagai solusi terhadap ketimpangan ekonomi dan krisis 
keuangan. Konsep distribusi kekayaan yang adil serta larangan praktik spekulatif dapat menjadi 
alternatif dalam menciptakan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penguatan sistem ekonomi 
syariah perlu terus didorong melalui kebijakan publik dan dukungan kelembagaan yang memadai. 

Lebih lanjut, optimalisasi implementasi prinsip keadilan memerlukan sinergi antara 
pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat. Edukasi serta sosialisasi 
mengenai ekonomi Islam harus ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang 
komprehensif mengenai manfaat sistem ini. Dengan dukungan berbagai pihak, prinsip keadilan 
dalam sistem ekonomi Islam diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam 
mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata. 

Sebagai implikasi akademik, penelitian ini membuka peluang bagi kajian lanjutan yang 
lebih empiris mengenai efektivitas instrumen ekonomi Islam dalam mengurangi ketimpangan 
sosial. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur 
dampak penerapan prinsip keadilan terhadap indikator kesejahteraan masyarakat. Dengan 
demikian, pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam akan semakin kuat dan relevan dalam 
menjawab tantangan ekonomi masa depan. 
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